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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi 

berbagai tantangan dalam sektor industri, khususnya dalam sektor industri 

pengolahan. Ketergantungan pada impor bahan baku dan teknologi menyebabkan 

biaya produksi tinggi dan membuat industri rentan terhadap fluktuasi nilai tukar 

rupiah serta kebijakan perdagangan internasional. Meskipun pembangunan 

infrastruktur terus berkembang, masih banyak daerah yang mengalami kendala dalam 

distribusi bahan baku dan produk industri. 

Dahulu di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 

tentang Perindustrian membagi industri pengolahan dibagi menjadi 4 (empat) 

kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan 

rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya pekerja yang terlibat 

di dalamnya tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi yang digunakan 

ataupun modal yang ditanamkan.1 Namun semenjak terbitnya aturan terbaru yakni 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, membagi industri 

hanya dalam 3 (tiga) kelompok yaitu industri kecil, industri menengah dan industri 

besar. Pada rezim perundang-undangan yang saat ini berlaku, pengelompokan 

didasarkan pada jumlah tenaga kerja dan jumlah investasi. 

 
1 Bendjamin BL dan Ellia Kristiningrum, “Kajian Perkembangan Industri Domestik Sektor 

Produk Tekstil, Kulit, Kimia dan Perdagangannya”, Jurnal Standardisasi Vol. 7 No. 1, hlm. 11, 

(Maret 2005). 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 

tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha 

Industri mengklasifikasikan bahwa yang termasuk Industri Kecil adalah perusahaan 

industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja 

dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.2 Kemudian yang termasuk Industri 

Menengah adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 

(sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit  20 (dua 

puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 

15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).3 Sedangkan yang dimaksud Industri 

Besar adalah yang perusahaan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua 

puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).4 

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Industri mengklasifikasikan penyebutan industri kecil dan industri 

menengah secara bersama-sama menjadi sebuah kesatuan. Dalam aturan dimaksud 

mendefinisikan bahwa Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut 

IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah 

 
2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Industri Kecil 

tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, Pasal 3. 
3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Industri Kecil 

tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, Pasal 4. 
4 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Industri Kecil 

tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri, Pasal 5. 
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tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri 

Menengah.5  

Pembangunan sektor industri nasional secara utuh memerlukan kebijakan dan 

strategi industrialisasi Indonesia, yaitu bagaimana membuat Indonesia Incorporated 

menjadi kenyataan, yang selanjutnya menjadi dasar bagi penentuan strategi 

pembangunan industri. Kebijakan industrialisasi ini merupakan suatu kebijakan 

komprehensif dan integratif yang mencakup tidak hanya pengembangan kapasitas 

dan daya saing industri itu sendiri akan tetapi juga kebijakan lintas sektoral yang 

mendukungnya, seperti kebijakan fiskal dan moneter, pengembangan infrastruktur, 

jasa keuangan dan perbankan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, 

perubahan mindset dari masyarakat pedagang menjadi masyarakat industri dan 

reposisi Indonesia di tengah kompetisi global dengan memperhatikan kemampuan 

dan potensi lokal di daerah, guna menentukan niche market yang akan dimasuki.6 

Sejak terjadi krisis moneter pada Juli 1997 bangsa Indonesia merasakan 

persoalan yang akhirnya menyebabkan krisis ekonomi dan krisis lainnya. Dalam 

krisis ekonomi tersebut, tercatat bahwa pada tahun 1998 tingkat inflasi mencapai 

77,68%, tidak kurang dari 17 juta orang menganggur, pertumbuhan ekonomi 

mengalami konstraksi lebih dari 13,68% dan tingkat kemiskinan mengalami setback 

seperti tahun 1970-an yaitu mendekati 80 juta orang atau hampir 40% dari jumlah 

penduduk. Menurut laporan Bank Indonesia, krisis moneter yang terjadi sejak Juli 

 
5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, Pasal 1 

angka 4. 
6 Mohamad S. Hidayat, “Sambutan Penerbitan Buku Strategi Clustering dalam 

Industrialisasi Indonesia” pada September 2004 selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia. 
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1997 telah mengakibatkan kesulitan likuiditas yang dialami oleh hampir seluruh bank, 

yang menyebabkan kekurangan bahkan berhentinya pemberian kredit baru.7 

Namun, walaupun mengalami masa-masa paling kritis dalam kehidupan 

ekonominya, Indonesia terbukti mampu mencapai tingkat pertumbuhan 3-4 % pada 

1997-2002. Pertumbuhan tersebut tercatat karena jasa sektor informal dan IKM. 

Sektor ini bukan saja mampu menjadi penyelamat ekonomi nasional tetapi juga 

menunjukkan bahwa IKM dapat diharapkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi 

Indonesia. Daya tahan ekonomi nasional selama masa-masa krisis tersebut didukung 

oleh 4 juta IKM yang sanggup memberikan lapangan pekerjaan kepada 79 juta orang 

dan memberikan sumbangan pada Produk Domestik Bruto sebesar 56,7%. Angka-

angka tersebut menunjukan bahwa potensi IKM tersebut amat besar untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.8 

Seringkali IKM berangkat dan didirikan oleh masyarakat setempat yang ingin 

mengembangkan usaha berbasis potensi daerahnya sehingga penggunaan bahan baku 

lokal sangat dimaksimalkan seperti hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, 

dan kerajinan tradisional. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi 

daerah, tetapi juga mendorong keberlanjutan dan ketahanan ekonomi lokal tanpa 

harus bergantung pada produk impor atau industri besar. 

Pengaturan tentang IKM diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Perindustrian. Dalam undang-undang dimaksud, pembangunan dan 

pemberdayaan terhadap IKM dilakukan bertujuan untuk mewujudkan IKM yang 

 
7 Nur Saadah, Bibliografi Beranotasi Usaha Kecil dan Menengah (Small and Medium 

Enterprise), Pusat Studi Asia Pasifik UGM, Yogyakarta, 2002, hlm. 1. 
8 Airlangga Hartarto, Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia, Andi, 

Yogyakarta, 2004, hlm. xiv. 



5 

 

 
  Universitas Kristen Indonesia 

berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, 

berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan  

menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.9 Dalam rangka 

mewujudkan tujuan IKM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2014 tentang Perindustrian tersebut dilakukan berbagai cara yakni dengan 

melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian 

fasilitas.10  

Terkait perumusan kebijakan, Menteri Perindustrian menetapkan prioritas 

pengembangan dengan mengacu kepada sumber daya industri daerah, penguatan dan 

pendalaman struktur industri nasional dan perkembangan ekonomi nasional dan 

global.11 Prioritas pengembangan yang biasanya dijabarkan dalam Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) merupakan kebijakan strategis yang 

menentukan sektor atau bidang industri mana yang diutamakan untuk dikembangkan 

dalam kurun waktu tertentu, tentunya pemetaan didasarkan pada potensi dan kondisi 

aktual yang dimiliki daerah. Sumber daya industri daerah menjadi salah satu aspek 

penting karena setiap daerah memiliki kekayaan alam, budaya, infrastruktur dan 

tipikal tenaga kerja yang berbeda-beda. Dengan memanfaatkan keunggulan daerah 

masing-masing diharapkan industri dapat mempunyai daya saing yang optimal pada 

tiap-tiap Kota/Kabupaten/Provinsi karena sesuai dengan karakteristik dan kekuatan 

industri di wilayahnya, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat serta berkontribusi pada perekonomian nasional. 

 
9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 72 ayat (1). 
10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 72 ayat (2). 
11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 73. 
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Selain memperhatikan potensi daerah, prioritas pengembangan juga 

diarahkan pada penguatan dan pendalaman struktur industri nasional. Artinya, industri 

tidak hanya dikembangkan secara terpisah, tetapi harus saling terhubung dan 

mendukung antar sektor, mulai dari hulu hingga hilir. Lebih jauh, prioritas 

pengembangan industri juga harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi 

nasional dan global agar industri yang dikembangkan tetap relevan, kompetitif, dan 

mampu beradaptasi dengan situasi internasional. Salah satu contoh nyata dinamika 

global yang memengaruhi prioritas pengembangan adalah kebijakan tarif impor tinggi 

yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump 

baru-baru ini terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Bagi IKM, kebijakan 

Tarif Trump dapat memberikan tantangan sekaligus peluang, persoalannya adalah 

bagaimana cara pemerintah mendorong IKM ini agar siap bersaing dalam kondisi 

pasar yang mudah berubah? Tentunya harus dilakukan sinergi terhadap beberapa 

aspek yakni dengan dukungan kepada akses pasar domestik dan regional, dukungan 

terhadap teknologi, dan dukungan tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas 

produk. 

Kemudian penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan cara 

peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, 

serta konsultan industri kecil dan industri menengah. Penguatan kapasitas 

kelembagaan juga dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga 

pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan 

asosiasi profesi terkait.12 Penguatan kapasitas kelembagaan dianggap penting karena 

 
12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2). 
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diharapkan dengan adanya penguatan ini mampu menjadi jembatan penghubung 

terhadap kebutuhan lintas sektor kelembagaan mulai dari penyelenggaraan bimbingan 

teknis, pelatihan, konsultasi usaha, hingga akses peralatan dan teknologi yang 

dibutuhkan oleh IKM sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan teknis 

terkait produksi, manajemen, hingga pemasaran yang dihadapi oleh pelaku IKM. 

Sedangkan terkait pemberian fasilitas diberikan salah satunya dalam bentuk 

bantuan mesin atau peralatan,13 Dalam penelitian ini, penulis akan fokus membahas 

terkait pemberian fasilitas dalam bentuk bantuan mesin dan peralatan yang 

selanjutnya disebut restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai fasilitas 

bantuan mesin dan/atau peralatan yang diberikan pemerintah melalui Kementerian 

Perindustrian kepada Industri Kecil dan Industri Menengah melalui potongan harga 

pembelian mesin dan/atau peralatan.14 

IKM merupakan salah satu kelompok industri strategis yang memiliki peran 

penting dalam perekonomian di Indonesia. IKM menjadi bagian dari penyumbang 

utama sektor industri pengolahan di Indonesia karena keunggulannya sebagai sub 

sektor industri padat karya yang telah memasok kebutuhan pasar domestik. Hal 

tersebut berdampak positif terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja 

masyarakat Indonesia. Kemudian, terkait hal tersebut diharapkan dapat menciptakan 

industri berbasis inovasi dan teknologi yang akan berimplikasi pada terciptanya 

industri yang memiliki daya saing tinggi ditingkat global. Oleh karena keunggulannya 

yang signifikan tersebut sehingga berdampak luas terhadap perekonomian nasional, 

 
13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 75 ayat (1) huruf d. 
14 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas 

Bantuan Mesin dan Peralatan, Pasal 1 angka 5. 



8 

 

 
  Universitas Kristen Indonesia 

maka sudah selayaknya IKM mendapatkan perhatian yang konkret dari Pemerintah 

untuk menjaga eksistensi dan kesinambungan usaha serta memfasilitasi 

pengembangan skala usahanya.15 

Salah satu permasalahan yang dihadapi IKM adalah mesin dan/atau peralatan 

yang masih sederhana dan usang. Sehingga produktivitas dan kualitas produk yang 

dihasilkan cukup rendah yang berakibat langsung pada kurangnya daya saing produk 

yang dihasilkan. Selain itu seringkali pelaku IKM kurang memprioritaskan investasi 

pada mesin dan/atau peralatan baru dan kurang mampu mengakses lembaga keuangan 

baik perbankan maupun non-perbankan. Kondisi persaingan dipasar dalam negeri 

yang semakin ketat dengan banyaknya produk-produk dari negara lain yang lebih 

murah, membuat para pelaku IKM harus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas produk agar mampu bersaing dari segi harga maupun kualitasnya. Oleh 

karena itu, perlu adanya peran pemerintah dalam mendukung perkembangan IKM, 

agar mampu meningkatkan daya saing produk IKM di pasar dalam negeri. 

Adapun kendala lain yang dihadapi oleh IKM secara umum diantaranya 

adalah iklim usaha yang buruk dan investasi yang cenderung padat modal serta 

ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid. Rendahnya kualitas produk dan 

produktivitas kerja berdampak pada rendahnya daya saing IKM. Idealnya investasi 

yang dibutuhkan yaitu investasi padat karya yang akan berdampak pada serapan 

tenaga kerja. Selain itu diperlukan transformasi reformasi ketenagakerjaan di masa 

 
15 Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Laporan Akhir Kegiatan 

Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024,  

Kementerian Perindustrian, Jakarta, 2024, hlm. 1. 
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depan dari sebuah ekosistem ketenagakerjaan yang kaku dan rigid menjadi ekosistem 

yang fleksibel. 

Adapun langkah-langkah yang diambil Pemerintah melalui Kementerian 

Perindustrian antara lain yakni meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan 

penggerak perekonomian nasional, meningkatkan persebaran pembangunan industri 

di seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing dan 

maju, membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja dan menjamin 

kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat serta mencegah pemusatan 

penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan. 

Penulis memilih daerah penelitian di Banten dan Jakarta karena kedua 

wilayah tersebut mempunyai korelasi dan keterkaitan satu sama lain. Jakarta 

merupakan pusat pasar dan konsumsi dari berbagai wilayah di Indonesia, tidak 

terkecuali Banten. Masyarakat Jakarta identik dengan daya beli masyarakat dan 

permintaan pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Hal tersebut 

tidak lepas dari Upah Minimum Provinsi Jakarta sebagai yang paling tinggi di 

Indonesia yakni sebesar Rp. 5.396.761. Mengingat hal tersebut Jakarta menjadi tujuan 

utama produk IKM dari Banten. 

Penulis perlu menjelaskan karakteristik IKM pada kedua daerah tersebut. 

Sebagian besar IKM di Banten terdiri dari industri makanan, industri pakaian jadi dan 

industri kayu, barang dari kayu dan gabus. Total jumlah IKM di Banten berdasarkan 

data Badan Pusat Statsitik Tahun 2023 berjumlah 97.092 perusahaan industri, dengan 
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total serapan tenaga kerja sebanyak 213.530 orang.16 Sedangkan IKM di Jakarta 

didominasi oleh industri makanan, industri pakaian jadi dan industri percetakan. Total 

jumlah IKM di Jakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 berjumlah 

55.163 perusahaan industri, dengan total serapan tenaga kerja sebanyak 174.965 

orang.17 

Setiap wilayah memiliki karakteristik IKM yang unik, yang dipengaruhi oleh 

faktor geografis, fungsi ekonomi wilayah, serta ketersediaan sumber daya lokal. 

Banten terlihat lebih menonjol pada sektor industri berbasis bahan baku alam seperti 

kayu dan makanan, sementara Jakarta cenderung pada sektor jasa industri seperti 

percetakan.  Namun IKM pada kedua wilayah ini memiliki kendala yang sama yakni 

akses permodalan baik mesin/alat ataupun keuangan, bahan baku, pemasaran, 

bimbingan pelatihan dan kemitraan. 

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan 

Peralatan berkomitmen untuk melakukan upaya memperkuat daya saing IKM. 

Kebijakan tersebut utamanya mampu meningkatkan daya saing industri nasional, 

menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Penggunaan mesin dan peralatan yang lebih modern memungkinkan 

proses produksi berjalan lebih cepat, presisi, dan hemat biaya. Dengan demikian, 

industri dapat meningkatkan kapasitas produksinya, mengurangi limbah, serta 

 
16 Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Profil Industri Banten Tahun 2023, Badan Pusat 

Statistik, Banten, 2025, hlm. 2-3. 
17 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Profil Industri DKI Jakarta 2022, Badan 

Pusat Statistik, 2022, hlm. 26-27. 
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menekan biaya operasional, sehingga menghasilkan produk dengan harga lebih 

kompetitif di pasar domestik dan internasional. 

Namun sebagaimana kebijakan lainnya, efektivitas dari program 

restrukturisasi yang telah berjalan ini harus dianalisis secara mendalam untuk 

memastikan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh industri dan 

perekonomian secara luas. Apakah kebijakan yang dilakukan efektif dalam 

meningkatkan jumlah produksi dan jumlah penjualan, tentunya efektivitas ini dapat 

diukur dengan membandingkan variabel sebelum dan sesudah perusahaan industri 

terkait menerima fasilitas restrukturisasi sehingga bisa dilihat terjadi atau tidak 

terjadinya peningkatan produktivitas dari IKM itu sendiri. Berdasakan latar belakang 

yang telah penulis jelaskan diatas sebelumya, maka penulis berkeinginan untuk 

meneliti, mempelajari dan membahas mengenai masalah tersebut dengan 

mengangkat judul “Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 

Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Yang Menerima Restrukturisasi Tahun 

2024  di Banten dan Jakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, adapun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa ketentuan hukum yang mengatur tentang restrukturisasi industri kecil dan 

menengah di Indonesia? 
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2. Bagaimana Keefektifan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 

Bagi Produktivitas Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Yang Menerima 

Restrukturisasi Tahun 2024 di Banten dan Jakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka dapat di jelaskan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan pengaturan hukum yang berkaitan dengan restrukturisasi 

IKM di Indonesia. 

2. Untuk menganalisa efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan terhadap 

produktivitas perusahaan industri kecil dan menengah yang menerima 

restrukturisasi Tahun 2024, khususnya yang berada di Banten dan Jakarta. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan dari 

segi praktis, yaitu: 

1. Dari Segi Teoritis 

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum sehingga dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan mengenai efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 

Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan terhadap 
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produktivitas perusahaan industri kecil dan menengah yang menerima 

restrukturisasi Tahun 2024, khususnya yang berada di Banten dan Jakarta. 

2. Dari Segi Praktis 

Hasil penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tata 

cara dan mekanisme pelaksanaan pemberian fasilitas bantuan mesin dan peralatan 

bagi IKM. 

 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus 

jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka 

dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam 

menjalankan kekuasaan.18 Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui 

dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.19 Kini asas kepastian 

hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau 

negara hukum.20 

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah 

peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.21 

Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis 

 
18 Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (eds), The Shifting Meaning of Legal Certainty, 

Springer, Singapore, 2016, hlm. 6. 
19 James R. Maxeiner, “Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule 

of Law”, Houston Journal of International Law 31, No. 1, hlm. 36 (2008). 
20 Erik Claes (et.al), Facing the Limits of the Law, Springer, Singapura, 2009, hlm. 92–93. 
21 Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 46-47. 
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sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga 

tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada 

di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian 

aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai 

dengan aturan hukum.22 Dalam penelitian ini, penulis mengambil teori kepastian 

hukum dari 2 (dua) ahli hukum yakni, Gustav Radbruch dan Hans Kelsen. 

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang 

ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan 

makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:23 

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah 

perundang-undangan. 

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan 

pada kenyataan. 

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan 

cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan 

atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. 

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. 

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian 

hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap 

manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum 

 
22 Widodo Dwi Putro, Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat 

Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Kencana, Jakarta, 2024, 

hlm. 180. 
23 Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher” 

Washington University Journal of Law and Policy 2, hlm. 489 (2000). 
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positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan 

keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.24 

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, 

didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah 

kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian 

hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi 

merupakan produk dari perundang-undangan. 

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek 'seharusnya' atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang 

berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu 

menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan 

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.25 

 Gagasan Kelsen dengan Stufenbautheorie pada hakikatnya merupakan 

usaha untuk membuat kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai di 

manapun,26 dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky 

 
24 Torben Spaak, “Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch,” Law and 

Philosophy 28, No. 3, hlm. 261-290 (2009). 
25 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158. 
26 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran 

Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 69.   
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dengan theorie von stufenfbau der rechtsordnung yang menggariskan bahwa selain 

susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang 

tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokkan norma hukum dalam 

negara,27 yakni mencakup norma fundamental negara (staatsfundementalnorm), 

aturan dasar negara (staatsgrundgesetz), undang-undang formal (formalle gesetz), 

dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en outonome 

satzung).28 Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan Kelsen adalah berpuncak 

pada basic norm atau grundnorm (norma dasar) yaitu berupa konstitusi, tetapi 

konstitusi dimaksud adalah dalam pengertian materiel, bukan konstitusi formil.29 

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat 

dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat 

mewujudkan keadilan.30 Teori Kepastian Hukum jika dikaitkan dengan 

restrukturisasi terhadap IKM menekankan pentingnya pengaturan hukum yang 

jelas dan transparan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan mesin dan 

peralatan. Dalam pelaksanaannya, aspek yang harus diperhatikan adalah 

kejelasan terkait kriteria, mekanisme, dan prosedur mendapatkan bantuan. Setiap 

pelaku usaha yang memenuhi syarat harus mendapatkan hak yang sama dalam 

mengakses bantuan, tanpa adanya diskriminasi, praktik korupsi ataupun 

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terkait 

 
27 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan 

Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hlm. 27.   
28 Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, 

Jakarta, 2006, hlm. 170.   
29 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Tokoh-tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum, 

Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 250.   
30 Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, “The Revitalization of the 

Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law”, Progressive Law Review 

3, No. 1, hlm. 12-25. 
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dalam proses pemberian bantuan. Dengan adanya aturan yang jelas, tegas, dan 

konsisten, pelaku IKM akan merasa aman dan terlindungi, sementara pemerintah 

dapat menjalankan programnya dengan efektif, transparan, dan akuntabel. 

Kepastian hukum ini menjadi fondasi penting agar bantuan yang diberikan benar-

benar tepat sasaran, bermanfaat, dan mampu mendorong pertumbuhan usaha 

IKM secara berkelanjutan yang juga menjadi tulang punggung perekonomian 

nasional. 

Namun, kepastian hukum saja tentunya tidak cukup tanpa adanya sistem 

pengawasan yang ketat. Pengawasan berperan dalam memastikan bahwa 

bantuan diberikan sesuai dengan peraturan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-

pihak yang tidak berhak. Tanpa pengawasan yang efektif, ada risiko praktik 

korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan 

pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan. Dalam penelitian ini juga akan 

membahas secara singkat proses pengawasan pelaksanaan restrukturisasi IKM 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. 

 

Teori Utilitarianisme 

Hukum dan ekonomi merupakan dua bidang yang saling terkait erat dalam 

kehidupan masyarakat modern. Keberadaan hukum sangat penting untuk 

mengatur kegiatan ekonomi agar berjalan dengan tertib dan adil, sementara 

ekonomi juga mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri. Terdapat dua 

alasan umum bagi pemerintah untuk campur tangan dalam perekonomian dan 
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mengubah alokasi sumber daya yang akan dipilih sendiri oleh masyarakat, yaitu 

untuk efisiensi dan untuk kesetaraan.31 

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy 

Bentham. Istilah dari “The greatest happiness of the greatest number” 

selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang. 

Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, 

merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya 

pada zamannya. Kenikmatan hidup yang bebas dari penderitaan adalah makna 

kebahagiaan menurut Jeremy Bentham. Alat ukur untuk menentukan baik atau 

buruknya suatu perbuatan adalah seberapa besar perbuatan tersebut 

menghadirkan kebahagiaan.32 

Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan dimana tindakan 

perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada 

masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai 

kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan 

banyak orang secara moral. Teori Kemanfaatan dapat dijadikan sebagai rujukan 

dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.33 Sebagai 

negara demokratis dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, partisipasi 

publik atau masyarakat adalah aspek terpenting dalam membuat suatu kebijakan 

agar kebijakan yang dikeluarkan tepat sasaran.  

 
31 N. Gregory Mankiw, Prinsiple of Economy, Thomson South-Western, 2004, hlm. 10. 
32 Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode 

Pengujian Produk Hukum”, Jurnal Konstitusi 19273–27, No. 19, hlm. 273-274 (2022). 
33 Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik 

Hukum Kotemporer”, Humaniora 3, No. 1, hlm. 299-309, (2012). 
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Kebijakan pemerintah dalam memberikan restrukturisasi kepada 

masyarakat, khususnya pelaku IKM, merupakan wujud konkret dari penerapan 

teori kemanfaatan hukum. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas, efisiensi, dan daya saing pelaku usaha, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika kebijakan ini 

dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran, maka dampaknya akan memberikan 

manfaat besar secara sosial dan ekonomi.  

Selain itu, kebijakan semacam ini juga berfungsi sebagai bentuk rekayasa 

sosial, di mana hukum dan kebijakan digunakan untuk mengubah kondisi sosial 

dan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan memberikan akses 

terhadap teknologi dan peralatan, pemerintah tidak hanya membantu individu 

secara langsung, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, 

penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Semua ini 

berkontribusi terhadap terciptanya tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera, 

dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip utama teori utilitarianisme. 

Contoh konkret kebijakan pemerintah jika dikaitkan dengan teori 

utilitarianisme salah satunya adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin 

dan Peralatan. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menerapkan 

Program Restrukturisasi IKM yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi usaha kecil, melalui pemberian peralatan dan/atau 

mesin. Berdasarkan regulasi ini, IKM yang memenuhi syarat bisa mendapatkan 

subsidi atau bantuan dalam bentuk potongan harga untuk pembelian mesin 
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modern. Dengan adanya peraturan ini diharapkan ada kejelasan hukum sehingga 

tidak ada monopoli atau penyalahgunaan bantuan. 

2. Kerangka Konsep 

Menganalisa efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan terhadap 

produktivitas perusahaan industri yang menerima restrukturisasi khususnya pada 

Tahun 2024 di Banten dan Jakarta dalam upaya melindungi produk dalam negeri 

dan meningkatkan daya saing industri, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Keberadaan IKM tidak hanya berkontribusi terhadap Produk Domestik 

Bruto tetapi juga memperkuat struktur ekonomi yang berbasis kerakyatan dan 

kemandirian usaha. Dengan karakteristik usaha yang fleksibel dan tersebar di 

berbagai daerah, IKM mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar 

belakang pendidikan dan keahlian. Hal ini membantu mengurangi angka 

pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah 

pedesaan dan pinggiran kota. Berbeda dengan industri besar yang cenderung 

terpusat di kota-kota besar, IKM dapat berkembang di berbagai wilayah, bahkan 

di daerah terpencil. Dengan demikian, sektor ini membantu mengurangi 

kesenjangan ekonomi antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

lebih merata. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 yang berlaku hingga saat ini, menjadi salah satu faktor kewenangan dari 
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pemerintah daerah untuk menentukan dan menetapkan sektor/komiditi yang 

diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk 

melihat sektor mana saja yang memiliki keunggulan dan/atau kelemahannya di 

wilayahnya menjadi sangat penting. Komoditi yang memiliki keunggulan, 

memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat 

mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. 

IKM umumnya memulai usahanya dengan memanfaatkan potensi lokal 

yang mudah diakses di daerahnya. Hal ini dikarenakan IKM biasanya memiliki 

keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar, sehingga mereka lebih memilih 

memanfaatkan sumber daya alam, budaya, atau keterampilan yang sudah 

berkembang di lingkungan sekitarnya. Keunggulan komparatif daerah menjadi 

titik awal IKM dalam memanfaatkan apa yang sudah ada di wilayah masing-

masing. Dengan adanya keunggulan komparatif dari masing-masing daerah, 

biaya operasional yang dikeluarkan IKM lebih efisien. Karena bahan baku 

tersedia melimpah di daerahnya, biaya produksi dapat ditekan, dan 

pendistribusian menjadi lebih mudah. Begitupun dengan tenaga kerja yang 

biasanya merupakan masyarakat sekitar, seringkali sudah memiliki keterampilan 

tradisional atau pengetahuan yang sesuai dengan usaha tersebut, sehingga IKM 

tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pelatihan. 

Ketika berbicara tentang industri dan ekonomi, pastinya sedikit banyak 

kita juga akan membahas terkait ekonomi itu sendiri. Dalam kaitanya dengan 

restrukturasi IKM, istilah ekonomi yang nantinya akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah terkait omset, profit, ekspansi, laba dan tenaga kerja. Omset 
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adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang-barang dan jasa 

yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu atau dalam satu 

proses akutansi. Faktor internal yang mempengaruhi naik turunnya omset salah 

satunya adalah promosi, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi naik 

turunnya omset adalah perubahan kebijakan pemerintah dan bencana alam.34 

Profit merupakan perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan 

biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu.35 Kemudian menurut 

Harold Bierman dan Seymour Smidt, laba adalah selisih lebih antara pendapatan 

yang diterima dari penjualan barang atau jasa dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dalam suatu periode 

tertentu. Laba sebenarnya terbagai dalam 4 (empat) jenis, namun karena fokus 

utama kita adalah terkait bidang keilmuan hukum, laba yang perlu diketahui 

hanyalah 2 (dua), yakni laba kotor dan laba bersih. Laba kotor adalah selisih dari 

hasil penjualan dengan harga pokok penjualan, sedangkan laba bersih adalah aba 

setelah dikurangi berbagai pajak.36 

Kemudian terkait pengertian ekspansi adalah usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk memperluas usahanya baik dalam bentuk penambahan 

kapasitas produksi, pembukaan cabang baru, maupun diversifikasi produk.37 

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

 
34  Basu Swastha dan Irawan, Asas-asas Marketing, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 34. 
35 M. Nafarin, Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.788. 
36 Masliana Bangun Sitepu, “Mengatasi Berbagai Tantangan dalam Era Globalisasi melalui 

Peningkatan Perilaku Kewiraswastaan”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & 

Birokrasi Vol.13, No.1, hlm. 29, (Januari 2005).  
37 Kasmir, Lembaga Keuangan Lainya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 164. 
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pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.38 

Dalam menganalisa IKM, kita harus terlebih dahulu mengerti dan 

mengetahui apa saja perbedaan arti dari industri dan perusahaan industri. 

Kedengarannya mungkin mirip, namun tentunya mempunyai arti yang jelas 

berbeda. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan 

baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan 

barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa 

Industri. Sedangkan Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau 

korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan 

di Indonesia.39 Cakupan pengertian industri dalam hal ini memiliki makna yang 

lebih luas, sedangkan perusahaan industri memiliki makna yang lebih sempit, 

karena merupakan subjek dari industri itu sendiri. 

Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka adalah unit 

organisasi di Kementerian Perindustrian yang secara khusus melakukan 

pembinaan terhadap Industri Kecil dan Industri Menengah. Jika dalam Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 yang telah disebutkan 

sebelumnya menyebutkan bahwa kategori Industri Kecil adalah yang memiliki 

nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 menyebutkan bahwa 

Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai 

 
38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 2. 
39 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas 

Bantuan Mesin dan Peralatan, Pasal 1 angka 1. 
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dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha.40  

Kemudian jika dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-

IND/PER/7/2016 menyebutkan bahwa kategori Industri Menengah memiliki 

nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), 

dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 menyebutkan 

bahwa Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal 

usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha.41 Selain terkait nilai investasi, Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 membatasi jumlah tenaga kerja pada Industri 

Kecil dan Menengah yang dapat mengikuti program restrukturisasi ini, yakni 

memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) 

orang.42 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, restrukturisasi diartikan penataan 

kembali.43 Restrukturisasi dalam penelitian ini, sebagaimana diatur Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 diartikan sebagai pemberian fasilitas 

bantuan mesin dan/atau peralatan, kepada IKM melalui potongan harga 

 
40 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas 

Bantuan Mesin dan Peralatan, Pasal 1 angka 3. 
41 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas 

Bantuan Mesin dan Peralatan, Pasal 1 angka 4. 
42 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas 

Bantuan Mesin dan Peralatan, Pasal 5 ayat (1) huruf b. 
43 https://kbbi.web.id/restrukturisasi, diakses pada tanggal 23 April 2025 jam 11.38 WIB. 
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pembelian mesin dan/atau peralatan.44 Untuk dapat menerima restrukturisasi 

IKM, pemohon harus melakukan pendaftaran secara terpusat melalui aplikasi 

Sistem Informasi Industri Nasional, yang selanjutnya disebut SIINas. SIINas 

adalah sebuah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi 

unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta 

jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk 

penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data 

dan/atau informasi Industri.45 Dalam pelaksanaan pemberian restrukturisasi 

tersebut, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dibantu oleh 

Lembaga Pengelola Program. 

Penelitian ini akan memaparkan dari aspek kepastian hukum, tentang 

bagaimana tata cara, mekanisme dan prosedur restrukturisasi IKM, dimana 

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 bertindak sebagai 

landasan hukum dan juga sebagai alat untuk mencapai IKM yang berdaya saing 

yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga 

diharapkan proses dan hasil pelaksanaan restrukturisasi IKM ini dilakukan sesuai 

dengan aturan hukum yang ada  dan tidak ada penyimpangan, baik oleh pelaku 

usaha itu sendiri maupun oleh pejabat pemerintah.  

 

 

 

 
44 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas 

Bantuan Mesin dan Peralatan, Pasal 1 angka 5. 
45 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas 

Bantuan Mesin dan Peralatan, Pasal 1 angka 6. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam studi hukum, pemahaman mendalam tentang berbagai pendekatan, 

jenis bahan hukum, teknik pengumpulan, serta proses seleksi, pengolahan, dan 

analisis bahan hukum merupakan landasan penting bagi peneliti dan praktisi hukum 

dalam menghadapi isu-isu kompleks yang berkaitan dengan bidang hukum.46 Dalam 

melakukan sebuah penelitian hukum dengan tujuan yang terarah dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dibutuhkan sebuah metode penelitian. 

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut 

M.E. Winarno, metodologi penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang dapat 

dilakukan dengan teknik yang sistematis dan cermat, dan menurut Sugiyono metode 

penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan 

dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, 

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah.47  

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu 

penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis 

empiris). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan 

sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.48 

Yuridis normatif juga diartikan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-

 
46 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Publika Global Media, 

Yogyakarta, 2024, hlm. 115. 
47 Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penulisan Hukum Nomatif dan Empiris, 

Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm 3. 
48 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154. 
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asas dalam ilmu hukum. Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode 

penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam 

hubungan hidup bermasyarakat.49 Adapun jenis penelitian Yuridis Normatif-Empiris 

yang menggabungkan kedua jenis penelitian ini. Dalam penelitian tesis ini 

menggunakan metode penelitian antara lain : 

1. Spesifikasi Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman komprehensif 

mengenai objek penelitian, baik dari sisi norma hukum yang berlaku maupun 

penerapannya dalam praktik di masyarakat. 

Pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menelaah dan 

menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. 

Kajian ini mencakup penguraian atas peraturan hukum yang relevan dan doktrin 

atau pandangan para ahli sebagai sumber hukum sekunder. Tujuan dari analisis 

normatif ini adalah untuk melihat bagaimana aturan hukum disusun dan 

bagaimana peran regulasi dalam menciptakan keteraturan serta kepastian hukum. 

Namun, pemahaman mengenai hukum tidak dapat sepenuhnya diperoleh 

hanya melalui kajian normatif. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggabungkan 

pendekatan yuridis empiris guna melihat bagaimana norma hukum diterapkan dan 

dihayati dalam kenyataan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengumpulkan 

 
49 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 155.   
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data primer dari lapangan, baik melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, 

pembuat kebijakan, pelaku usaha, atau masyarakat. 

Kombinasi kedua metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya menurut hukum tertulis) dan 

das sein (realitas penerapan hukum). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

berfokus pada aspek normatif tetapi juga mampu menggali permasalahan yang 

muncul dalam implementasi hukum. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Secara harfiah, interdisipliner berarti melibatkan dua atau lebih subjek atau 

bidang pengetahuan yang berbeda.50 Interdisipliner pada prinsipnya melibatkan 

integrasi dari dua atau lebih disiplin dalam situasi, di mana sumber daya pada 

sebuah disiplin tunggal tidak dapat mencakup ruang lingkup dari masalah yang 

ingin dipecahkan.51 Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan 

interdisipliner yang dimaksud adalah mengintegrasi studi tentang hukum dan 

ekonomi. 

Selain menggunakan pendekatan interdisipliner, penelitian ini 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan 

ini digunakan untuk mengkaji aturan-aturan hukum tertulis yang berkaitan dengan 

objek penelitian. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan 

 
50 Cambridge Dictionary, “Definition of Interdisciplinary”, diakses melalui 

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/interdisciplinary pada tanggal 24 April 2025 

jam 07.34 WIB. 
51 Bolitho, A & McDonnell, M, Interdisciplinarity in Research at the University of 

Melbourne, Melbourne Sustainability Society Institute, Melbourne, 2010, hlm. 6 
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menganalisis norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-

undangan terkait, dengan tujuan mengidentifikasi keberlakuan, penerapan, serta 

sinkronisasi antar aturan. Penggunaan pendekatan perundang-undangan menjadi 

penting karena penelitian ini berupaya menjawab permasalahan hukum melalui 

interpretasi dan analisis atas ketentuan normatif yang berlaku. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa 

perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh peneliti.52 Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara 

dengan responden secara langsung terhadap objek yang diteliti sehingga 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan 

wawancara dengan pembuat kebijakan dan/atau pelaku usaha yang 

mendapatkan restruksturisasi IKM, khususnya di Banten dan Jakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.53 Data sekunder 

dapat diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari 

peraturan-peraturan atau buku buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai 

 
52 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penulisan Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik, 

Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm 214. 
53 Ibid, hlm 215. 
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referensi untuk menunjang keberhasilan dalam penelitian. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif). Bahan hukum primer ialah pernyataan yang memiliki 

otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan 

pemerintahan yang meliputi; Undang-Undang Dasar, undang-undang 

yang dibuat parlemen, dan putusan-putusan pengadilan.54 Dalam 

penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal; 

e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 

f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang 

Pemberdayaan Industri; 

 
54 Zainuddin Ali, Metode Penulisan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 50. 
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h) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 

tentang Industri Kecil tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja 

dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri; 

i) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 

tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian 

Perindustrian; 

j) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan; 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,55 yang diperoleh 

dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur seperti, buku-buku, 

hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, artikel tentang 

ulasan hukum (law review), dan jurnal hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang 

berkaitan dengan penelitian,56 diataranya ialah Kamus Hukum (Black’s 

Law Dictionary), Cambridge Dictionary, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, dan internet. 

 

 

 
55 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 52. 
56 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hlm 127. 



32 

 

 
  Universitas Kristen Indonesia 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

antara lain: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai 

macam material yang ada seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya 

yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan 

masalah yang ingin dipecahkan.57 Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data tertentu guna mencari 

jawaban atas permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini terkait tata cara 

pelaksanaan dan mekanisme restrukturisasi IKM berserta pengaruhnya 

terhadap produktivitas perusahaan industri yang menerima bantuan 

restrukturisasi tersebut, khususnya di Banten dan Jakarta. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan yaitu salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-

fakta langsung dari lapangan melalui observasi/pengamatan dan wawancara 

yang mendalam (depth interview) dalam proses memperoleh keterangan atau 

data dengan cara terjun langsung ke lapangan (field study). Dalam penelitian 

ini melakukan teknik wawancara yang mendalam (depth interview) yang 

 
57 Milya Sari dan Asmendri, “Pendidikan IPA: Natural Science”, Jurnal Penelitian Bidang 

IPA dan Pendidikan IPA Vol 6 (1), hlm. 44 (2020). 
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ditujukan kepada pembuat kebijakan dan pelaku industri sebagai informan 

dalam penelitian ini.  

Pembuat kebijakan dimaksud dalam hal ini adalah salah satu Direktur 

(Pejabat Eselon II) pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan 

Aneka. Kemudian untuk pelaku industri dimaksud dalam hal ini adalah 

perwakilan narasumber, perusahaan yang menerima restrukturisasi IKM pada 

Tahun 2024 di Banten dan Jakarta. Untuk menjaga kerahasiaan perusahaan 

industri, penulisan nama perusahaan akan disingkat. Perusahaan di wilayah 

Banten antara lain CV. DGM, PT. FI,  PT. ASD, dan/atau PT. LLI. Kemudian 

untuk perusahaan di wilayah Jakarta antara lain CV. DMC dan/atau PT. NFR. 

Pelaksanaan wawancara terhadap pelaku industri diharapkan 

melibatkan seluruh pihak terkait. Namun demikian, apabila dalam 

pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh pelaku 

industri, maka penulis akan melakukan wawancara terhadap minimal satu 

pelaku industri pada masing-masing wilayah sebagai objek kajian. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang 

terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan sebagainya. Analisa data dalam 

penelitian ini mempergunakan metode pendekatan normatif kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.58 Analisa data kualitatif memberikan suatu 

 
58 Suteki dan Galang Taufani, Op.Cit, hlm. 139. 
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pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-

data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-

doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Pengumpulan data beranjak dari 

pengumpulan bahan hukum sekunder yang sangat berguna untuk memperluas dan 

memperkaya spektrum analisis dan argumentasi hukum, berupa jurnal hukum, 

karya ilmiah hukum atau law review. Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari 

teknik deskriptif yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang suatu 

peristiwa hukum atau kondisi hukum.59 

6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Kantor Pusat Kementerian Perindustrian, khususnya pada Direktorat Jenderal 

Industri Kecil, Menengah dan Aneka, yang bertempat di Jalan Jenderal Gatot 

Soebroto Kav.52-53, Jakarta Selatan.  

b. Perusahaan penerima restrukturisasi IKM Tahun 2024 yang berada di Banten 

dan Jakarta, yakni antara lain: 

-  CV. DGM - Benda, Kota Tangerang  

- PT. FI - Setu, Kota Tangerang Selatan  

- PT. ASD - Cisauk, Kabupaten Tangerang  

- PT. LLI - Setu, Kota Tangerang Selatan  

- CV. DMC - Jakarta Utara  

 
59 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, hlm. 152. 
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- PT. FNR - Jakarta Timur  

Penelitian ini akan dilakukan selama bulan April hingga September 2025. 

 

G. ORISINALITAS PENELITIAN 

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya orisinil, berbeda 

dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan ditulis. Adapun judul 

penelitian yang berkaitan dengan restrukturisasi IKM terdahulu dilakukan dari 

berbagai perspektif keilmuan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain: 

a. Eko Prilianto Sudradjat, “Analisis tentang Program Restrukturisasi 

Mesin/Peralatan (Peningkatan Teknologi) Industri Tekstil dan Produk Tekstil dan 

Kaitannya dengan Agreement On Subsidies and Countervailing Measures”, 

Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. 

b. Didik Setiawan, “Analisis Program Restrukturisasi Industri Tekstil Terhadap 

Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil”, Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Indonesia, 2013. 

c. Yohanes Wahyu Prasojo. “Analisis Hukum Bantuan Pembiayaan Pemerintah 

Melalui Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil Berdasarkan Agreement on 

Subsidies and Countervailing Measures”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia, 2017. 

Penulisan-penulisan terdahulu berfokus pada restrukturisasi di sektor tekstil dan 

produk tekstil dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perdagangan internasional, 

sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis berfokus tentang 

restrukturisasi IKM dalam kaitannya dengan wilayah yang menjadi objek penelitian. 

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh 
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orang lain dalam bentuk tesis sebelum tesis ini dibuat, maka hal tersebut menjadi 

tanggung jawab peneliti sendiri. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk lebih dapat memahami dalam penulisan tesis ini, maka kerangka tesis 

ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab. 

Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan dasar dan arah bagi seluruh 

bab dalam tesis ini. Bab I akan membahas berbagai elemen penting yang menjadi 

fondasi penelitian, mulai dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan. Selain 

itu, bab ini juga akan memaparkan orisinalitas penelitian dan sistematika 

penelitian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembahasan dalam tesis ini 

tersusun dengan runtut dan logis. 

 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas aspek-aspek utama yang menjadi landasan teoritis dan 

konseptual dalam penelitian ini, yaitu mengenai definisi dan klasifikasi IKM 

secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendalaman teori 

hukum yang digunakan. Kemudian penulis juga akan membahas terkait 

gambaran mengenai konsep negara kesejahteraan dimana pemerintah berperan 

dalam melindungi pelaku usaha dalam negeri, khususnya IKM, gambaran 
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pembangunan industri nasional, tantangan industri nasional yang dihadapi, 

bagaimana pengembangan IKM oleh pemerintah dan bentuk badan usaha baik 

yang berbadan hukum ataupun tidak. Penulis juga akan memaparkan tentang izin 

usaha industri termasuk prosedur mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB), 

kawasan industri dan standardisasi industri. Selain itu, penulis juga menjelaskan 

hubungan dan peranan hukum ekonomi baik secara luas ataupun jika 

dihubungkan dengan teori kemanfaatan terhadap Peraturan Menteri 

Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022. Penulis juga akan membahas secara lebih 

dalam terkait kebijakan pemerintah dan prinsip pemberian bantuan dalam rangka 

pemerataan pengembangan IKM. 

 

3. BAB III : BENTUK PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR 

TENTANG RESTRUKTURISASI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 

BAGI PELAKU USAHA DI INDONESIA  

Bab ini akan mengajak pembaca untuk memahami dan mengerti mengenai aspek 

hukum terkait prosedur, tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemberian 

restrukturisasi IKM di Indonesia, dan bagaimana peran pemerintah melalui 

lembaga terkait. Kemudian dalam bab ini juga akan disampaikan kebijakan-

kebijakan lain yang dilakukan pemerintah guna melindungi industri dalam negeri 

dan meningkatkan daya saing. Kemudian juga akan dibahas fungsi regulasi 

terkait ditinjau dari asas kepastian hukum. Selain itu, juga akan dilakukan 

pembahasan terkait bentuk fasilitasi lain yang diberikan pemerintah kepada 
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pelaku usaha guna menjaga iklim usaha tetap kondusif dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. 

 

4. BAB IV : KEEFEKTIFAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN 

NOMOR 9 TAHUN 2022 BAGI PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN 

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH YANG MENERIMA 

RESTRUKTURISASI TAHUN 2024 DI BANTEN DAN JAKARTA 

Dalam bab ini, akan dibahas secara mendalam mengenai keefektifan Peraturan 

Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan daya 

saing industri dalam negeri. Selanjutnya, bab ini juga akan menganalisis 

bagaimana peraturan tersebut juga mempengaruhi produktivitas perusahaan 

industri yang menerima restrukturisasi pada Tahun 2024, baik dari segi tujuan 

restrukturisasi itu sendiri dan apakah terjadi peningkatan produksi, peningkatan 

penjualan maupun peningkatan jumlah tenaga kerja, khususnya perusahaan 

industri yang menerima restrukturisasi IKM yang berada di Banten dan Jakarta. 

Kemudian bantuan atau fasilitas apalagi yang dibutuhkan oleh industri. 

Pembahasan juga akan mengarah pada realitas yang terjadi terkait upaya pelaku 

usaha untuk tetap bertahan dan melindungi industri dalam negeri serta bagaimana 

pemerataan terhadap pemberian restrukturisasi menjadi penting agar IKM di 

berbagai wilayah, khususnya di Banten dan Jakarta dapat meningkatkan 

kapasitas dan kualitas produksinya. Selain itu akan dijelaskan pula terkait 

efektivitas regulasi dalam hubungannya dengan asas kemanfaatan dan manfaat 

pemberlakuan restrukturisasi IKM itu sendiri. 
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5. BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penulisan tesis ini. Bab terakhir berisi 

kesimpulan dan saran yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


